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Abstrak Penelitian ini membahas tentang kebijakan pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan di Indonesia. Pembiayaan pendidikan yang efektif memiliki peran penting dalam menjamin 
pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu belajar mengajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kajian pustaka dengan mengkaji berbagai literatur terkait kebijakan pembiayaan pendidikan, pengelolaan dana 
pendidikan, dan dampaknya terhadap mutu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana 
yang efisien dan adil, serta peningkatan kapasitas pengelola pendidikan, menjadi kunci utama peningkatan mutu 
pendidikan. Kendala seperti ketimpangan penyaluran dana dan kurangnya kapasitas pengelola perlu diperhatikan 
dalam merumuskan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih baik. Kebijakan yang berlandaskan keadilan sosial 
dan efisiensi diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas dalam menciptakan sistem pendidikan 
yang lebih bermutu. 
Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Pembiayaan Pendidikan, Mutu Pendidikan, Pengelolaan Dana, Efisiensi 
. 
 
Abstract. This study discusses the policy of education financing management in an effort to improve the quality of 
education in Indonesia. Effective education financing has an important role in ensuring equal access to education 
and improving the quality of teaching and learning. This study uses a literature review approach by examining 
various literature related to education financing policies, education fund management, and their impact on 
education quality. The results of the study indicate that efficient and fair fund management, as well as increasing 
the capacity of education managers, are key to improving the quality of education. Obstacles such as inequality in 
fund distribution and lack of managerial capacity need to be considered in formulating better education financing 
policies. Policies based on social justice and efficiency are expected to create a broader positive impact in creating a 
higher quality education system. 
Keywords: Education Policy, Education Financing, Education Quality, Fund Management, Efficiency 
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1. PENDAHULUAN 
1. 1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu sektor 
yang memiliki peran strategis dalam 
pembangunan bangsa (Mardonov et al., 2020). 
Melalui pendidikan, kualitas sumber daya 

manusia dapat ditingkatkan, yang pada 
gilirannya mendukung kemajuan ekonomi, 
sosial, dan budaya. Salah satu faktor kunci yang 
menentukan keberhasilan pendidikan adalah 
pembiayaan yang memadai. Namun, di 
Indonesia, pengelolaan pembiayaan pendidikan 
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masih menjadi masalah yang kompleks. 
Meskipun pemerintah telah menetapkan alokasi 
anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN, 
pengelolaan dana yang efektif dan efisien masih 
menjadi tantangan besar (Sitorus et al., 2024). 
Ketidakmerataan distribusi dana pendidikan 
antara daerah perkotaan dan pedesaan 
menyebabkan ketimpangan dalam kualitas 
pendidikan yang diterima oleh siswa. Sejumlah 
daerah, terutama yang terletak di wilayah 
terpencil atau kurang berkembang, masih 
menghadapi kesulitan dalam mengakses 
pendidikan berkualitas, baik dari segi fasilitas 
maupun kualitas pengajaran. 

Masalah pembiayaan pendidikan ini 
semakin terasa karena keterbatasan anggaran 
yang tersedia (Irianto & Lilia, 2024), di samping 
kebutuhan yang terus berkembang untuk 
menyediakan fasilitas pendidikan yang modern 
dan relevan dengan perkembangan zaman. 
Selain itu, pengelolaan pembiayaan pendidikan 
yang belum optimal sering kali berujung pada 
pemborosan dana atau penyalahgunaan 
anggaran, yang justru merugikan kualitas 
pendidikan itu sendiri (Akbar & Syamsir, 2024). 
Hal ini memunculkan kebutuhan akan kebijakan 
manajemen pembiayaan yang lebih baik dan 
berkelanjutan, yang tidak hanya mengutamakan 
pemerataan anggaran, tetapi juga memastikan 
bahwa dana yang tersedia digunakan secara 
efisien dan tepat sasaran. 

Dalam konteks tersebut, penting untuk 
mengeksplorasi bagaimana kebijakan 
manajemen pembiayaan pendidikan dapat 
meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia 
(Shava et al., 2023). Pemerintah, dalam hal ini, 
memiliki peran yang sangat penting untuk 
menciptakan kebijakan yang tidak hanya fokus 
pada alokasi dana yang cukup, tetapi juga 
memperhatikan transparansi dan akuntabilitas 
dalam pengelolaan dana (Berliani et al., 2024). 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis kebijakan manajemen pembiayaan 
pendidikan yang diterapkan di Indonesia dan 
dampaknya terhadap peningkatan kualitas 
pendidikan. Fokus penelitian ini adalah untuk 
menggali tantangan-tantangan yang dihadapi 
dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan 

serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan 
kebijakan yang lebih efektif dan efisien. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat 
ditemukan strategi dan solusi yang dapat 
diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan 
dana pendidikan, sehingga kualitas pendidikan di 
seluruh wilayah Indonesia dapat merata dan 
terus berkembang. Dengan demikian, 
diharapkan kebijakan manajemen pembiayaan 
pendidikan yang lebih baik dapat turut 
berkontribusi dalam meningkatkan mutu 
pendidikan secara nasional, menuju tercapainya 
tujuan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. 
 
2. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan desain literatur review 
(Syamsuddin et al., 2023), yang bertujuan untuk 
mengkaji kebijakan manajemen pembiayaan 
pendidikan dalam meningkatkan mutu 
pendidikan berdasarkan penelitian dan sumber-
sumber tertulis yang relevan. Penelitian ini 
dilakukan dengan memeriksa berbagai literatur, 
seperti buku, artikel ilmiah, laporan pemerintah, 
dan dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh 
lembaga pendidikan dan organisasi 
internasional. Subjek penelitian adalah berbagai 
kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan 
yang diterapkan di berbagai negara, dengan 
fokus pada Indonesia. Proses pengumpulan data 
dilakukan melalui pencarian literatur yang 
relevan di berbagai database akademik dan 
sumber-sumber terpercaya lainnya. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
daftar pustaka yang diseleksi berdasarkan 
kualitas dan relevansinya terhadap topik yang 
diteliti. Teknik analisis data dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan analisis konten, di 
mana penulis menilai dan menyarikan temuan-
temuan utama dari literatur yang ada untuk 
menarik kesimpulan mengenai praktik 
manajemen pembiayaan yang efektif dalam 
meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan wawasan dan 
rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Hasil Penelitian 

Hasil penelitian (Iqbal et al., 2024) 
menunjukkan bahwa kebijakan manajemen 
pembiayaan pendidikan berperan penting dalam 
meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga 
dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu 
temuan utama yang muncul dari kajian literatur 
adalah pentingnya alokasi dana yang merata di 
seluruh tingkat pendidikan, baik di tingkat pusat 
maupun daerah. Dana yang disalurkan 
pemerintah, seperti dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS), terbukti membantu sekolah-
sekolah di daerah tertinggal untuk meningkatkan 
kualitas fasilitas pendidikan. Meski demikian, 
ketimpangan distribusi dana antara daerah kaya 
dan miskin masih menjadi masalah signifikan, 
yang berpengaruh pada akses dan kualitas 
pendidikan yang diterima oleh siswa. 

Temuan selanjutnya menunjukkan 
bahwa pengelolaan dana pendidikan yang tidak 
efisien dapat menghambat pencapaian tujuan 
kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan 
(Suryadi et al., 2024). Meskipun beberapa 
kebijakan pembiayaan pendidikan bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 
kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan dana pendidikan sering kali 
menyebabkan penyalahgunaan dan 
ketidakjelasan dalam penggunaannya. Beberapa 
kasus di lapangan menunjukkan adanya 
ketidakpatuhan dalam penggunaan dana yang 
akhirnya memperburuk kualitas pendidikan. 
Oleh karena itu, penting untuk memperkuat 
mekanisme pengawasan, baik dari pemerintah 
pusat maupun masyarakat, agar dana 
pendidikan benar-benar digunakan untuk 
kepentingan pendidikan dan bukan untuk 
kepentingan pribadi. 

Selanjutnya, penelitian (Utami et al., 
2024) menemukan bahwa kebijakan 
pembiayaan pendidikan yang terintegrasi 
dengan peningkatan kesejahteraan guru turut 

berkontribusi besar terhadap mutu pendidikan. 
Dana yang diperuntukkan bagi tunjangan guru 
dan pelatihan profesional dapat memotivasi 
guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. 
Ketika guru merasa dihargai dan mendapatkan 
insentif yang cukup, mereka cenderung lebih 
termotivasi dalam mengajar, yang pada akhirnya 
akan berpengaruh positif pada pencapaian 
akademik siswa. Oleh karena itu, kebijakan yang 
melibatkan alokasi dana untuk kesejahteraan 
guru dan pelatihan berkelanjutan menjadi faktor 
penting dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan. 

Selain itu, kajian ini juga menunjukkan 
bahwa partisipasi masyarakat dan orang tua 
siswa dalam pengelolaan pendidikan turut 
mempengaruhi efektivitas kebijakan 
pembiayaan pendidikan (Fadhila & Riani, 2024). 
Partisipasi yang aktif dalam pengawasan dan 
evaluasi penggunaan dana pendidikan 
memberikan dampak positif terhadap 
transparansi dan akuntabilitas. Ketika 
masyarakat dilibatkan, mereka lebih merasa 
memiliki tanggung jawab untuk memastikan 
kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-
anak mereka. Oleh karena itu, penting untuk 
menciptakan ruang bagi orang tua dan 
masyarakat untuk terlibat dalam proses 
pendidikan, termasuk dalam pengelolaan dana 
pendidikan. 

Hasil penelitian juga menyoroti bahwa 
dalam beberapa daerah, pengelolaan 
pembiayaan pendidikan terkendala oleh 
kurangnya kapasitas sumber daya manusia, baik 
di tingkat pemerintah daerah maupun sekolah 
(Purwaningsih & Asriati, 2024). Kurangnya 
keterampilan dalam manajemen keuangan dan 
pengelolaan dana pendidikan menyebabkan 
ketidakmampuan dalam memaksimalkan 
penggunaan dana yang tersedia. Oleh karena itu, 
untuk meningkatkan efektivitas kebijakan 
manajemen pembiayaan pendidikan, diperlukan 
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pelatihan dan pembekalan bagi para pengelola 
pendidikan agar mereka dapat mengelola dana 
secara efisien dan akuntabel. 

Penelitian (Krisno, 2024) juga 
menunjukkan bahwa kebijakan yang 
memberikan fleksibilitas pada pemerintah 
daerah untuk menyesuaikan kebijakan 
pembiayaan dengan kondisi lokal memiliki 
dampak yang lebih positif. Di beberapa daerah, 
kebijakan yang terlalu terpusat dan tidak 
mempertimbangkan kondisi setempat 
menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan 
yang ditetapkan dengan kebutuhan di lapangan. 
Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang 
lebih terdesentralisasi dan disesuaikan dengan 
karakteristik daerah akan meningkatkan 
keberhasilan kebijakan manajemen pembiayaan 
pendidikan. 

Selain itu, salah satu temuan yang cukup 
signifikan adalah pentingnya keberlanjutan 
dalam kebijakan pembiayaan pendidikan 
(Ananta et al., 2024). Kebijakan yang hanya fokus 
pada pemberian dana dalam jangka pendek 
tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya 
sering kali gagal untuk menciptakan dampak 
jangka panjang yang diinginkan. Penelitian ini 
mengungkapkan bahwa kebijakan yang 
melibatkan perencanaan dan pengelolaan yang 
berkelanjutan akan memberikan dampak yang 
lebih besar terhadap peningkatan kualitas 
pendidikan di masa depan. Untuk itu, kebijakan 
pendidikan harus dilandasi dengan perencanaan 
yang matang dan evaluasi berkala untuk 
memastikan bahwa dana pendidikan dikelola 
dengan baik dan efektif. 

Selain faktor internal, faktor eksternal 
seperti perubahan sosial dan ekonomi juga 
mempengaruhi keberhasilan kebijakan 
manajemen pembiayaan pendidikan. Temuan 
dari penelitian (Zuhro et al., 2024) menunjukkan 
bahwa dalam menghadapi perubahan global, 
seperti kemajuan teknologi dan kebutuhan 
untuk pendidikan yang berbasis digital, 
kebijakan pembiayaan pendidikan juga harus 
menyesuaikan diri. Oleh karena itu, alokasi dana 
untuk pengembangan infrastruktur teknologi 
dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik 
dalam menggunakan teknologi perlu menjadi 

bagian integral dari kebijakan manajemen 
pembiayaan pendidikan. 

Penelitian (Groenewald et al., 2024) juga 
menunjukkan bahwa ada tantangan dalam hal 
kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya 
manajemen pembiayaan pendidikan di kalangan 
pengambil kebijakan dan pengelola pendidikan. 
Meskipun kebijakan sudah ada, 
implementasinya sering kali terhambat oleh 
kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang 
mendalam tentang bagaimana mengelola dana 
pendidikan dengan baik. Oleh karena itu, perlu 
adanya program-program pelatihan untuk para 
pengambil kebijakan dan pengelola pendidikan 
agar mereka lebih memahami pentingnya 
manajemen keuangan yang baik dalam 
meningkatkan mutu pendidikan. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini 
menggarisbawahi pentingnya kebijakan 
manajemen pembiayaan pendidikan yang 
merata, efisien, dan transparan dalam 
meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan yang 
melibatkan partisipasi masyarakat, pengawasan 
yang ketat, serta pemberdayaan guru dan 
pengelola pendidikan akan menciptakan 
lingkungan pendidikan yang lebih baik dan 
berkualitas. Keberhasilan kebijakan pembiayaan 
pendidikan sangat bergantung pada sinergi 
antara kebijakan yang ditetapkan oleh 
pemerintah pusat dan implementasinya di 
tingkat daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai 
peningkatan mutu pendidikan yang signifikan, 
diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan 
adaptif terhadap kondisi lokal serta dukungan 
yang kuat dari semua pihak terkait. 
Pembahasan 

Hasil penelitian ini mengungkapkan 
bahwa kebijakan manajemen pembiayaan 
pendidikan memiliki peran yang sangat penting 
dalam peningkatan mutu pendidikan, meskipun 
dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam 
pelaksanaannya. Salah satu temuan utama 
dalam literatur yang dikaji oleh (Iqbal et al., 
2024) adalah bahwa keberhasilan kebijakan 
pembiayaan pendidikan sangat tergantung pada 
bagaimana dana dialokasikan, digunakan, dan 
dikelola. Alokasi dana yang efisien dan 
transparan dapat menciptakan sistem 



Jurnal Global Scholar: Social and Political Sciences (JGSSP) 

Vol. 02 No.01 : Januari (2025) 

E-ISSN:  

DOI:...............................................
. 

https://https://journal.journeydigitaledutama.com  
pendidikan yang lebih berkualitas. Misalnya, di 
Indonesia, program Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) telah terbukti memberikan 
dampak positif dalam menyediakan sarana dan 
prasarana yang diperlukan sekolah-sekolah, 
serta memperbaiki kesejahteraan guru, yang 
tentunya berkontribusi pada kualitas 
pendidikan. 

Namun, meskipun dana telah 
dialokasikan, hasil kajian (Irianto & Lilia, 2024) 
juga menunjukkan adanya ketidakmerataan 
dalam distribusi dana pendidikan antara daerah 
yang kaya dan daerah yang miskin. Ketimpangan 
tersebut menyebabkan ketidakseimbangan 
dalam fasilitas pendidikan yang tersedia di 
berbagai daerah, yang berpengaruh pada 
kualitas pendidikan. Di daerah-daerah dengan 
anggaran yang terbatas, sekolah-sekolah sering 
kali mengalami kesulitan dalam menyediakan 
fasilitas yang memadai untuk mendukung proses 
belajar mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa 
distribusi dana yang tidak merata dapat menjadi 
hambatan besar dalam meningkatkan mutu 
pendidikan secara keseluruhan. 

Selain masalah distribusi dana, temuan 
penelitian (Krisno, 2024) juga menyoroti 
pentingnya pengawasan yang ketat terhadap 
penggunaan dana pendidikan. Tanpa 
pengawasan yang efektif, dana yang disalurkan 
dapat disalahgunakan atau tidak digunakan 
dengan cara yang tepat. Beberapa studi 
menunjukkan bahwa adanya kasus 
penyalahgunaan dana BOS dan dana pendidikan 
lainnya, yang menghambat implementasi 
kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan 
mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan 
sistem pelaporan yang transparan, agar dana 
yang diterima oleh sekolah benar-benar 
digunakan untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan, bukan untuk kepentingan lain. 

Salah satu aspek yang juga ditemukan 
penting dalam kebijakan manajemen 

pembiayaan pendidikan adalah pemberdayaan 
guru dan tenaga pendidik (Sari & Yasin, 2024). 
Kesejahteraan guru, baik dalam bentuk 
tunjangan maupun pengembangan profesional, 
memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas 
pengajaran. Penelitian ini mencatat bahwa di 
banyak daerah, kurangnya insentif dan pelatihan 
bagi guru menyebabkan kualitas pengajaran 
menurun. Dalam hal ini, dana pendidikan yang 
dikelola dengan baik harus memperhatikan 
aspek kesejahteraan guru, karena guru yang 
sejahtera akan lebih termotivasi dan siap 
memberikan pengajaran yang berkualitas 
kepada siswa (Far, 2021). 

Kebijakan manajemen pembiayaan yang 
sukses juga bergantung pada keselarasan antara 
kebijakan pusat dan implementasinya di tingkat 
daerah (Liani & Takari, 2024). Beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang 
terlalu terpusat sering kali menemui kendala 
saat diterapkan di daerah. Misalnya, kebijakan 
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak 
selalu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal 
di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan 
pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel, di 
mana pemerintah daerah diberikan kebebasan 
untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di 
lapangan, asalkan tetap dalam koridor kebijakan 
nasional yang sudah ditetapkan. 

Pendidikan yang berkualitas juga tidak 
hanya bergantung pada penyediaan dana yang 
memadai, tetapi juga pada sistem pengelolaan 
yang profesional dan efisien (Azzahra et al., 
2024). Penelitian ini menemukan bahwa di 
beberapa daerah, ketidakterampilan dalam 
mengelola dana pendidikan menjadi kendala 
besar. Pengelola pendidikan di tingkat lokal 
sering kali tidak memiliki pelatihan atau 
pengalaman yang cukup dalam hal manajemen 
keuangan, sehingga penggunaan dana tidak 
dapat dimaksimalkan. Untuk itu, penting adanya 
pelatihan bagi pengelola pendidikan agar 
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mereka memiliki keterampilan yang memadai 
dalam mengelola dana dengan efisien. 

Selain itu, temuan lain yang diperoleh 
dari penelitian (Shava et al., 2023) adalah 
pentingnya partisipasi masyarakat dan orang tua 
siswa dalam pengelolaan pendidikan. 
Masyarakat yang terlibat dalam proses 
pengelolaan pendidikan, termasuk dalam 
pengelolaan dana pendidikan, terbukti 
memberikan dampak positif. Partisipasi ini tidak 
hanya terbatas pada sumbangan dana, tetapi 
juga pada keterlibatan dalam proses 
pengawasan dan evaluasi, yang membantu 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 
Ketika orang tua dan masyarakat merasa 
memiliki, mereka cenderung lebih peduli 
terhadap perkembangan pendidikan anak-anak 
mereka dan lebih berkomitmen untuk 
memastikan penggunaan dana pendidikan yang 
tepat. 

Tinjauan pustaka juga menunjukkan 
bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan yang 
lebih inklusif dapat membantu meningkatkan 
mutu pendidikan (Purwaningsih & Asriati, 2024). 
Kebijakan yang mempertimbangkan 
keberagaman kondisi daerah, seperti daerah 
terpencil atau daerah miskin, memungkinkan 
pendanaan yang lebih tepat sasaran. Sebagai 
contoh, beberapa negara telah 
mengimplementasikan kebijakan yang 
memberikan dana tambahan bagi sekolah-
sekolah yang berada di daerah tertinggal. 
Kebijakan semacam ini diharapkan dapat 
mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan 
antara daerah kaya dan miskin, serta 
memberikan kesempatan yang lebih besar bagi 
siswa dari latar belakang ekonomi lemah untuk 
mendapatkan pendidikan yang layak. 

Dalam konteks Indonesia, kebijakan 
yang lebih inklusif sangat diperlukan untuk 
mengurangi ketimpangan yang ada antar daerah 
(Sari & Yasin, 2024). Penelitian ini menunjukkan 
bahwa meskipun pemerintah pusat sudah 
mencanangkan berbagai kebijakan yang baik, 
seperti dana BOS dan dana bantuan pendidikan 
lainnya, pelaksanaannya di daerah sering kali 
tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai 
faktor, antara lain kurangnya pemahaman 

mengenai kebijakan, rendahnya kapasitas 
pengelola di daerah, dan ketimpangan ekonomi 
antar daerah yang cukup besar. Oleh karena itu, 
penting bagi pemerintah untuk terus 
memperbaiki sistem distribusi dana pendidikan 
dan memperkuat kapasitas pengelola 
pendidikan di tingkat daerah. 

Kebijakan manajemen pembiayaan 
pendidikan yang baik juga harus 
mempertimbangkan keberlanjutan jangka 
panjang (Shava et al., 2023). Penelitian ini 
menemukan bahwa meskipun beberapa 
kebijakan pembiayaan pendidikan sudah cukup 
efektif dalam jangka pendek, tetapi tidak sedikit 
yang gagal dalam mempertahankan dampak 
positifnya dalam jangka panjang. Hal ini 
disebabkan oleh kurangnya perencanaan dan 
pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena 
itu, sangat penting untuk merancang kebijakan 
yang tidak hanya berfokus pada penyediaan 
dana untuk pendidikan saat ini, tetapi juga pada 
perencanaan jangka panjang yang memastikan 
bahwa pendidikan dapat terus berkembang dan 
bertahan. 

Dalam praktiknya, kebijakan 
manajemen pembiayaan pendidikan juga harus 
mampu menanggapi perubahan-perubahan 
yang terjadi di masyarakat. Misalnya, dengan 
berkembangnya teknologi informasi dan 
komunikasi, kebijakan pendidikan harus mampu 
mengintegrasikan teknologi ke dalam proses 
pembelajaran (Suryadi et al., 2024). Untuk itu, 
penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan 
pembiayaan yang juga mencakup penyediaan 
dana untuk pengembangan infrastruktur 
teknologi, seperti fasilitas internet di sekolah-
sekolah yang belum memiliki akses yang 
memadai. Hal ini dapat membantu 
meningkatkan kualitas pendidikan dengan 
memanfaatkan teknologi untuk proses belajar 
mengajar. 

Selain itu, dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan melalui manajemen pembiayaan, 
penting juga untuk memperhatikan faktor-faktor 
eksternal yang mempengaruhi pendidikan. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sosial-
ekonomi, politik, dan budaya dapat 
mempengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan. 
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Sebagai contoh, di daerah dengan tingkat 
kemiskinan yang tinggi, kebijakan pendidikan 
yang tidak memperhitungkan kondisi sosial 
ekonomi masyarakat setempat tidak akan 
efektif. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan 
harus mempertimbangkan faktor-faktor 
eksternal ini agar dapat mengakomodasi 
kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini 
menekankan bahwa kebijakan manajemen 
pembiayaan pendidikan yang efektif harus 
mencakup aspek distribusi dana yang merata, 
pengawasan yang ketat, pemberdayaan guru, 
dan partisipasi masyarakat. Semua faktor ini 
saling terkait dan membentuk ekosistem 
pendidikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, 
penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan 
dana pendidikan yang baik tidak hanya akan 
meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga 
berkontribusi pada pemerataan pendidikan di 
seluruh wilayah, sehingga memberikan 
kesempatan yang lebih adil bagi semua siswa, 
tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi 
mereka. 

Rekomendasi yang dapat diberikan dari 
penelitian ini adalah perlunya kebijakan 
pembiayaan pendidikan yang lebih terfokus 
pada daerah-daerah yang kurang berkembang 
dan membutuhkan perhatian lebih. Penguatan 
kapasitas pengelola pendidikan di tingkat 
daerah, pelatihan untuk pengelola dana 
pendidikan, serta peningkatan partisipasi 
masyarakat dan orang tua siswa merupakan 
langkah-langkah yang perlu diambil untuk 
memastikan bahwa dana pendidikan digunakan 
dengan optimal. Hanya dengan langkah-langkah 
ini, pendidikan di Indonesia dapat terus 
berkembang dan memenuhi standar kualitas 
yang diharapkan 
 
 
4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa kebijakan manajemen 
pembiayaan pendidikan memegang peranan 
penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
Alokasi dana yang merata, pengelolaan yang 
efisien dan transparan, serta pemberdayaan 
guru dan pengelola pendidikan menjadi faktor 
utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan. 
Namun, tantangan yang dihadapi, seperti 
ketimpangan distribusi dana, kurangnya 
kapasitas manajerial, serta partisipasi 
masyarakat yang terbatas, menunjukkan bahwa 
kebijakan pembiayaan pendidikan perlu terus 
diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lokal 
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh 
karena itu, pendekatan yang lebih inklusif, 
terdesentralisasi, dan berkelanjutan diperlukan 
agar kebijakan ini dapat memberikan dampak 
positif yang nyata dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan di Indonesia.Berdasarkan temuan 
penelitian, disarankan agar kebijakan 
manajemen pembiayaan pendidikan lebih 
memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan 
efisiensi dalam pendistribusian dana, dengan 
melibatkan masyarakat dan orang tua siswa 
dalam pengawasan penggunaan dana. 
Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas 
pengelola pendidikan, baik di tingkat pusat 
maupun daerah, melalui pelatihan dan 
penguatan manajerial dalam pengelolaan dana. 
Selain itu, penting untuk memastikan kebijakan 
pembiayaan pendidikan bersifat berkelanjutan 
dengan memprioritaskan perencanaan jangka 
panjang serta penyesuaian terhadap 
perkembangan teknologi dan kebutuhan 
pendidikan di masa depan 
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